
 
 
 
 

1 
 

MUSYTARI 
ISSN : 3025-9495 

Neraca	Manajemen,	Ekonomi	
Vol	5	No	12	Tahun	2024	

Prefix	DOI	:	10.8734/mnmae.v1i2.359			
	

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGAHASILAN 
PPh PASAL 21 DI INDONESIA : STUDI KASUS DAN IMPLIKASI PRAKTIS 

 
Dini Vientiany1, Dinda Dia2, Meitia Ivanka3, Nur Widya Ningsih4, Riri Dwita Putri5  

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Email : dini1100000167@uinsu.ac.id, dindadia405@gmail.com, Ivankameitia@gmail.com, 

nurwidyang@gmail.com, rrdwita04@gmail.com    
 

Abstrak 
 
Penerapan perencanaan pajak merupakan strategi penting dalam mengelola kewajiban 
pajak bagi perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan 
perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus 
dan implikasi praktisnya. Metode yang digunakan melibatkan analisis kualitatif 
berdasarkan data sekunder dan wawancara dengan praktisi pajak terkait. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa perencanaan pajak PPh Pasal 21 dapat menghasilkan manfaat 
signifikan berupa penghematan pajak dan pengurangan risiko kepatuhan. Implikasi praktis 
dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman mendalam terhadap peraturan 
perpajakan yang berlaku serta integrasi strategi perencanaan pajak yang tepat dalam 
manajemen keuangan perusahaan. Studi ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan 
kesadaran dan kualitas praktik perencanaan pajak di Indonesia, sekaligus mengajukan 
rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. 
Kata Kunci: Efektivitas, Perencanaan, Pajak, PPh Pasal 21 
 

Abstract 
 
Tax planning implementation is a crucial strategy in managing tax obligations for businesses. This 
article aims to analyze the effectiveness of income tax planning under Article 21 of the Indonesian 
Income Tax Law (PPh Pasal 21), focusing on a case study and its practical implications. The 
methodology employed involves qualitative analysis based on secondary data and interviews with tax 
practitioners. The findings reveal that tax planning for PPh Pasal 21 can yield significant benefits 
such as tax savings and compliance risk reduction. The practical implications underscore the 
importance of a deep understanding of prevailing tax regulations and the integration of appropriate 
tax planning strategies into corporate financial management. This study contributes to enhancing 
awareness and the quality of tax planning practices in Indonesia, while suggesting recommendations 
for further development in this field. 
Keywords: Effectiveness, Planning, Tax, PPh Pasal 21 
 
 
PENDAHULUAN 

Perencanaan pajak merupakan bagian integral dari strategi manajemen keuangan 
yang tidak dapat diabaikan bagi setiap entitas bisnis. Di Indonesia, sistem perpajakan 
kompleks mengharuskan perusahaan untuk memanfaatkan berbagai strategi perencanaan 
pajak guna mengoptimalkan kewajiban pajaknya secara sah dan efektif. Salah satu aspek 
kritis dalam perencanaan pajak adalah penerapan PPh Pasal 21, yang mengatur 
pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan berupa upah, honorarium, 
atau imbalan lainnya yang diterima oleh individu atau badan usaha. (Lasmini, 2020) 

PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penghasilan yang 
diperoleh oleh penerima dapat dipotong pajaknya secara tepat dan tepat waktu. Namun 
demikian, keberhasilan implementasi perencanaan pajak PPh Pasal 21 sering kali 
bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap aturan perpajakan yang berlaku 
serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang penghematan pajak 
yang tersedia. (Jati, 2023) 
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Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan yang 
terus berubah, pemahaman yang mendalam dan analisis yang komprehensif tentang 
praktik perencanaan pajak PPh Pasal 21 diharapkan dapat memberikan panduan yang 
berharga bagi praktisi pajak, manajer keuangan, dan peneliti untuk meningkatkan kualitas 
dan efektivitas strategi perencanaan pajak di Indonesia. Perencanaan pajak yang efektif 
tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara legal, tetapi juga untuk 
mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial perusahaan secara keseluruhan. 
(Nursanti, 2023) Dalam konteks PPh Pasal 21, tantangan utama sering kali terletak pada 
interpretasi yang akurat terhadap ketentuan perundang-undangan yang kompleks serta 
adaptasi terhadap perubahan kebijakan pajak yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Studi kasus dalam artikel ini akan memberikan gambaran konkret tentang 
bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia mengelola aspek-aspek kunci dari 
perencanaan pajak PPh Pasal 21, termasuk strategi pemotongan pajak yang tepat, 
implementasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, dan pendekatan 
proaktif terhadap pengelolaan risiko pajak. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan pajak di 
tingkat operasional, tetapi juga mengeksplorasi pentingnya pengelolaan informasi dan 
komunikasi yang efektif antara departemen keuangan dan tim pajak dalam sebuah 
perusahaan. 

Hasil analisis yang mendalam dari studi kasus ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan berharga bagi praktisi pajak dan manajer perusahaan dalam mengembangkan 
strategi perencanaan pajak yang lebih baik dan lebih adaptif. Implikasi praktis dari 
penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan 
efisiensi, mengurangi risiko kepatuhan, dan memaksimalkan keuntungan pajak secara legal 
di lingkungan perpajakan yang dinamis dan terus berkembang di Indonesia. 

Di Indonesia, sistem perpajakan mengalami perubahan yang signifikan seiring 
dengan perkembangan ekonomi dan regulasi pajak yang terus berubah. Salah satu aspek 
yang mempengaruhi perusahaan secara langsung adalah PPh Pasal 21, yang mengatur 
kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan berupa upah, 
honorarium, atau imbalan lainnya yang diterima oleh penerima. (Sucipto, 2022) 

PPh Pasal 21 menjadi fokus utama perencanaan pajak bagi perusahaan karena 
pengaruhnya yang langsung terhadap arus kas dan kewajiban pajak bulanan. Peraturan ini 
mengharuskan pemotongan pajak sebelum pembayaran kepada penerima, dengan tarif 
yang berbeda-beda tergantung pada status dan jumlah penghasilan individu. Oleh karena 
itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya memahami secara mendalam aturan 
perpajakan yang berlaku, tetapi juga menerapkan strategi perencanaan yang efektif guna 
mengoptimalkan manfaat pajak sekaligus meminimalkan risiko kepatuhan. (Maksalmina, 
2021) 

Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan dihadapkan pada berbagai 
tantangan dalam mengelola perencanaan pajak PPh Pasal 21. Tantangan utama termasuk 
perubahan regulasi yang sering terjadi, interpretasi yang kompleks terhadap ketentuan 
perundang-undangan, dan perbedaan dalam interpretasi praktik perpajakan antara 
perusahaan dan otoritas pajak. (Kartika, 2021) Dalam konteks globalisasi dan integrasi 
ekonomi yang semakin erat, perusahaan juga perlu mempertimbangkan implikasi dari 
peraturan internasional seperti standar pelaporan keuangan yang berlaku di beberapa 
negara. 

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap efektivitas perencanaan pajak PPh 
Pasal 21 sangatlah penting untuk memahami sejauh mana strategi perencanaan tersebut 
memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, diharapkan akan 
terungkap bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja pajaknya dengan 
mengadopsi praktik terbaik dalam perencanaan pajak, serta menghadapi tantangan dan 
peluang yang dihadapinya dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks di 
Indonesia. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus 
untuk menginvestigasi efektivitas penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia. 
Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan dalam mendalami sudut 
pandang yang kompleks dan mendalam tentang praktik perencanaan pajak serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Studi kasus dipilih sebagai metodologi yang tepat karena 
memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendetail dari beberapa 
organisasi atau perusahaan, mengungkapkan variabilitas dalam praktik perencanaan pajak, 
serta menyoroti keunikan dan konteks spesifik dari setiap kasus yang diteliti. 

Langkah pertama dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder yang 
meliputi literatur terkait, laporan keuangan, dan peraturan perpajakan yang relevan. Data 
ini penting untuk membangun landasan teoritis dan memahami konteks hukum serta 
regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pengumpulan data primer 
dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi pajak dan manajer keuangan dari 
beberapa perusahaan yang menerapkan strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21. 
Wawancara ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi, proses 
implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari perencanaan pajak tersebut. 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan 
pendekatan induktif, di mana temuan-temuan yang muncul dari data dianalisis untuk 
mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel yang relevan. Analisis ini 
dilakukan dengan memperhatikan kerangka teoritis yang telah dibangun dari literatur dan 
data sekunder. Selain itu, pendekatan triangulasi digunakan untuk memverifikasi 
keabsahan dan reliabilitas temuan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data 
(misalnya, wawancara dengan data sekunder atau observasi lapangan). 

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas perencanaan pajak PPh Pasal 21 di 
Indonesia, serta memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan 
strategi perencanaan pajak mereka. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam konteks pengembangan kebijakan 
perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika bisnis di Indonesia. 
 
HASIL PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
1. Variabilitas dalam Implementasi Strategi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 

Penelitian ini mengidentifikasi adanya variabilitas yang signifikan dalam 
implementasi strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21 di antara perusahaan-perusahaan 
di Indonesia. Variabilitas ini terlihat dalam pendekatan yang berbeda-beda terhadap 
pemotongan pajak, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan tingkat 
kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Beberapa perusahaan telah 
berhasil mengadopsi praktik terbaik dengan memanfaatkan sistem informasi 
perpajakan yang terintegrasi untuk mengelola pemotongan pajak secara efisien dan 
akurat. Mereka tidak hanya mematuhi ketentuan perpajakan yang ada, tetapi juga 
mampu mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang dapat diterapkan dalam 
strategi bisnis mereka. 

Di sisi lain, masih ada perusahaan yang menghadapi tantangan dalam 
mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang optimal. Faktor-faktor seperti 
keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun teknologi, menjadi kendala 
dalam meningkatkan efisiensi perencanaan pajak PPh Pasal 21. Kurangnya pemahaman 
yang mendalam terhadap kompleksitas aturan perpajakan dan keengganan untuk 
berinvestasi dalam sistem informasi yang tepat juga berkontribusi terhadap variabilitas 
dalam implementasi strategi perencanaan pajak. 
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Pembahasan tentang variabilitas ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan 
yang terstruktur dan terintegrasi dalam perencanaan pajak. Perusahaan-perusahaan 
yang berhasil mengatasi variabilitas ini cenderung memiliki komunikasi yang baik 
antara departemen keuangan dan tim pajak, serta memprioritaskan penggunaan 
teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses perencanaan pajak. Mereka 
juga mampu lebih responsif terhadap perubahan regulasi yang mungkin 
mempengaruhi strategi perencanaan mereka. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabilitas dalam 
implementasi strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21 tidak hanya mencerminkan 
perbedaan dalam kapasitas dan kesiapan perusahaan untuk mengadopsi praktik 
terbaik, tetapi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan dalam 
mengelola kewajiban pajaknya secara efektif. Implikasinya adalah perlunya perusahaan 
untuk terus meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan adaptasi terhadap 
perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan serta teknologi informasi untuk 
mencapai kepatuhan yang lebih baik dan manfaat pajak yang lebih optimal. 

2. Tantangan dalam Menghadapi Perubahan Regulasi 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan di Indonesia menghadapi 

tantangan signifikan dalam mengelola perencanaan pajak PPh Pasal 21 di tengah 
perubahan regulasi yang sering terjadi. Perubahan-perubahan ini dapat berdampak 
langsung pada strategi perencanaan pajak perusahaan, memerlukan adaptasi cepat dan 
tepat untuk memastikan kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
baru. 

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah ketidakpastian hukum yang 
terkait dengan interpretasi aturan perpajakan yang baru. Ketika regulasi berubah atau 
diperbarui, perusahaan-perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam 
memahami implikasi praktis dari perubahan tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk 
mengadaptasikan strategi perencanaan mereka. Tantangan ini diperparah oleh 
interpretasi yang berbeda-beda dari aturan baru antara praktisi pajak dan otoritas pajak, 
yang dapat memunculkan risiko ketidaksesuaian jika tidak dikelola dengan baik. 

Selain itu, pentingnya penyesuaian cepat juga menjadi tantangan tersendiri bagi 
perusahaan. Proses perubahan internal yang diperlukan untuk mengimplementasikan 
strategi baru atau memodifikasi sistem informasi perpajakan seringkali memerlukan 
investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Perusahaan harus memastikan 
bahwa mereka memiliki fleksibilitas dan kapasitas untuk merespons dengan cepat 
terhadap perubahan peraturan perpajakan, tanpa mengorbankan efisiensi operasional 
mereka. 

Pembahasan tentang tantangan ini menekankan pentingnya membangun kapasitas 
internal yang kuat dalam memahami dan mengelola perubahan regulasi perpajakan 
secara proaktif. Perusahaan dapat mempertimbangkan strategi seperti meningkatkan 
pelatihan bagi tim pajak mereka, memperkuat hubungan dengan otoritas pajak untuk 
memahami arah regulasi yang akan datang, dan menggunakan teknologi informasi 
yang fleksibel untuk mendukung perencanaan pajak yang adaptif. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam 
menghadapi perubahan regulasi dalam konteks perencanaan pajak PPh Pasal 21 di 
Indonesia. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dan 
strategis dari perusahaan untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian, 
mengoptimalkan manfaat pajak, dan memastikan kepatuhan yang tepat waktu sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

3. Manfaat Penggunaan Teknologi dalam Efisiensi Perencanaan Pajak 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat memberikan 

manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi perencanaan pajak PPh Pasal 21 di 
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu manfaat utama adalah kemampuan 
untuk mengotomatisasi proses pemotongan pajak, yang dapat mengurangi kesalahan 
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manusia dan meningkatkan akurasi perhitungan pajak. Dengan menggunakan sistem 
informasi perpajakan yang terintegrasi, perusahaan dapat secara otomatis menghitung, 
memotong, dan melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan berupa upah, 
honorarium, atau imbalan lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Penggunaan teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis 
data yang lebih canggih dan mendalam terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh 
Pasal 21. Dengan memanfaatkan perangkat lunak analitik dan sistem manajemen basis 
data yang terintegrasi, perusahaan dapat mengidentifikasi pola penghasilan, tren pajak, 
serta peluang penghematan pajak yang mungkin tidak terdeteksi dengan mudah secara 
manual. Hal ini membantu perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perencanaan 
pajak mereka dan memaksimalkan manfaat pajak yang tersedia. 

Selain itu, teknologi juga mendukung pengelolaan informasi yang lebih efisien dan 
terpusat. Dengan memiliki basis data yang terintegrasi dan akses terpusat terhadap 
informasi perpajakan, perusahaan dapat memastikan konsistensi dalam pelaporan 
pajak dan memudahkan audit internal maupun eksternal. Ini tidak hanya meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, tetapi juga mengurangi potensi 
risiko kepatuhan yang dapat timbul akibat kesalahan atau ketidaktepatan dalam proses 
perencanaan dan pelaporan pajak. 

Pembahasan mengenai manfaat penggunaan teknologi dalam efisiensi 
perencanaan pajak juga menyoroti pentingnya perusahaan untuk terus berinvestasi 
dalam pengembangan sistem informasi perpajakan yang terbaru dan terbaik. Adopsi 
teknologi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam mengelola 
kewajiban pajak secara efektif, mengurangi biaya administrasi, dan membebaskan 
sumber daya internal untuk fokus pada strategi bisnis inti perusahaan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa teknologi merupakan 
alat yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pajak 
PPh Pasal 21 di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang berhasil mengintegrasikan 
teknologi dalam praktik perencanaan pajak mereka cenderung memiliki kinerja pajak 
yang lebih baik, lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, dan lebih mampu untuk 
mencapai tujuan kepatuhan dan penghematan pajak yang diinginkan. 

4. Implikasi Praktis untuk Perusahaan 
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa implikasi praktis yang relevan bagi 

perusahaan dalam mengelola perencanaan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia. Salah satu 
implikasi utama adalah pentingnya adopsi pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi 
dalam perencanaan pajak. Perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam praktik ini 
cenderung memiliki koordinasi yang lebih baik antara departemen keuangan dan tim 
pajak, serta mampu untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi 
perencanaan pajak yang lebih efektif. 

Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas internal 
dalam memahami dan mengelola perubahan regulasi perpajakan. Perusahaan perlu 
terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan tim pajak mereka agar dapat 
mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan aturan perpajakan yang sering 
terjadi. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesionalisme tim pajak 
menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan yang tepat waktu dan optimalisasi 
manfaat pajak. 

Teknologi juga memainkan peran penting dalam mengubah lanskap perencanaan 
pajak di perusahaan. Implikasi praktisnya adalah bahwa perusahaan harus aktif dalam 
mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan 
efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak 
PPh Pasal 21. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan 
manusia, meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan, serta memberikan 
dukungan yang lebih baik bagi audit internal dan eksternal. 
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Pembahasan tentang implikasi praktis juga menekankan pentingnya perusahaan 
untuk mengembangkan strategi jangka panjang dalam mengelola kewajiban pajak 
mereka. Ini termasuk mempertimbangkan efek jangka panjang dari keputusan 
perencanaan pajak terhadap struktur keuangan dan operasional perusahaan. Dengan 
melakukan ini, perusahaan dapat memaksimalkan nilai tambah dari praktik 
perencanaan pajak mereka, sambil memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dengan 
regulasi perpajakan yang ada. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan panduan yang berharga bagi 
manajer keuangan dan praktisi pajak dalam perusahaan untuk memperbaiki strategi 
perencanaan pajak PPh Pasal 21 mereka. Dengan memperkuat kapasitas internal, 
memanfaatkan teknologi informasi yang tepat, dan mengadopsi pendekatan yang 
terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko 
kepatuhan, dan memaksimalkan manfaat pajak secara legal dan etis di lingkungan 
perpajakan yang dinamis di Indonesia. 

Pembahasan 
Hasil penelitian ini secara komprehensif menggambarkan berbagai aspek yang 

terkait dengan perencanaan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia, mulai dari variabilitas dalam 
implementasi strategi perencanaan, tantangan menghadapi perubahan regulasi, manfaat 
penggunaan teknologi, hingga implikasi praktis untuk perusahaan. 

Pertama-tama, variabilitas dalam implementasi strategi perencanaan pajak 
menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki pendekatan yang unik terhadap 
bagaimana mereka mengelola pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 21. Beberapa 
perusahaan telah berhasil mengadopsi teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses 
ini, sementara yang lain mungkin masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan 
sistem yang lebih modern. (Abdurrahman, 2021) Variabilitas ini mencerminkan perbedaan 
dalam kapasitas internal, sumber daya yang tersedia, dan tingkat pemahaman terhadap 
aturan perpajakan yang kompleks. 

Tantangan dalam menghadapi perubahan regulasi menjadi fokus berikutnya dalam 
pembahasan. Perusahaan dihadapkan pada lingkungan hukum yang dinamis di mana 
regulasi perpajakan dapat berubah dengan cepat. Ketidakpastian hukum, interpretasi yang 
berbeda-beda terhadap aturan baru, dan kebutuhan untuk penyesuaian cepat merupakan 
tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak. (Lestari P. P., 2023) 
Penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi adaptasi yang kuat dan hubungan yang 
baik dengan otoritas pajak untuk mengelola risiko dan memastikan kepatuhan yang tepat 
waktu. 

Manfaat penggunaan teknologi dalam efisiensi perencanaan pajak menjadi faktor 
penting lainnya. Teknologi tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam 
pemotongan pajak, tetapi juga memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk 
mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang mungkin terlewatkan secara manual. 
Sistem informasi perpajakan yang terintegrasi memainkan peran kunci dalam mendukung 
transparansi, konsistensi, dan manajemen risiko yang lebih baik terkait dengan kewajiban 
pajak perusahaan. (andi Lihu, 2021) 

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menyoroti pentingnya strategi perencanaan 
pajak yang terstruktur dan terintegrasi dalam mencapai tujuan perusahaan secara holistik. 
Dengan memperkuat kapasitas internal, baik dalam hal pengetahuan peraturan perpajakan 
maupun keterampilan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan mereka 
untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis yang 
kompleks. Adopsi teknologi yang tepat juga dapat memberikan keunggulan kompetitif 
yang signifikan dalam mengelola kewajiban pajak dan mengoptimalkan manfaat pajak 
secara legal dan etis. (Pratiwi W. A., 2023) 

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini juga menyoroti 
perlunya kolaborasi antara berbagai fungsi dalam perusahaan, terutama antara departemen 
keuangan dan tim pajak. Koordinasi yang baik antara kedua departemen ini merupakan 
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faktor kunci dalam mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang efektif. Dengan 
memperkuat komunikasi dan kerjasama lintas departemen, perusahaan dapat memastikan 
bahwa keputusan perpajakan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga 
mendukung tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. 

Dalam konteks bisnis global saat ini, perusahaan juga dihadapkan pada tantangan 
yang berkaitan dengan harmonisasi perpajakan internasional dan standar pelaporan 
keuangan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Implikasi ini memerlukan perusahaan untuk 
mempertimbangkan tidak hanya peraturan perpajakan domestik, tetapi juga aspek-aspek 
pajak internasional yang dapat mempengaruhi struktur perusahaan dan kewajiban pajak 
mereka secara keseluruhan. 

Selain itu, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang 
bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan pajak. Dengan adopsi teknologi yang tepat, perusahaan dapat 
menyediakan audit trail yang jelas dan dokumentasi yang akurat terkait dengan proses 
perencanaan pajak mereka. Ini tidak hanya membantu dalam menghadapi audit pajak, 
tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang mematuhi aturan 
perpajakan dengan baik. 

Terakhir, implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya perusahaan untuk 
tetap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terus-menerus dalam lingkungan 
perpajakan. Dalam mengembangkan strategi perencanaan pajak yang berkelanjutan, 
perusahaan harus mempertimbangkan perubahan regulasi yang potensial, tren teknologi 
yang baru, serta perkembangan ekonomi dan bisnis yang dapat mempengaruhi strategi 
perpajakan mereka di masa depan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak hanya menyediakan wawasan 
mendalam tentang perencanaan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia, tetapi juga memberikan 
landasan yang kuat bagi perusahaan untuk meningkatkan praktik perencanaan pajak 
mereka. Dengan memperhatikan variabilitas dalam implementasi, tantangan regulasi, 
manfaat teknologi, dan kolaborasi antardepartemen, perusahaan dapat memaksimalkan 
efisiensi, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan manfaat pajak mereka secara efektif 
dalam konteks bisnis yang semakin kompleks dan global saat ini. 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini telah menyelidiki berbagai aspek yang relevan terkait dengan 
perencanaan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia, mengidentifikasi variabilitas dalam 
implementasi strategi perencanaan, tantangan dalam menghadapi perubahan regulasi, 
manfaat penggunaan teknologi, dan implikasi praktis untuk perusahaan. Dari analisis yang 
telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil. 

Pertama, variabilitas dalam implementasi strategi perencanaan pajak menunjukkan 
bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua perusahaan. Setiap 
organisasi memiliki kondisi dan tantangan unik yang memengaruhi cara mereka mengelola 
kewajiban pajak PPh Pasal 21. Namun demikian, perusahaan-perusahaan yang berhasil 
mengadopsi teknologi informasi dan memiliki koordinasi yang baik antara departemen 
keuangan dan tim pajak cenderung mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam 
perencanaan pajak mereka. 

Kedua, tantangan dalam menghadapi perubahan regulasi menekankan perlunya 
fleksibilitas dan adaptabilitas dalam strategi perencanaan pajak. Lingkungan hukum yang 
dinamis memerlukan perusahaan untuk dapat merespons dengan cepat terhadap 
perubahan aturan perpajakan yang sering terjadi. Hal ini menegaskan pentingnya 
membangun kapasitas internal yang kuat dalam memahami dan mengelola implikasi dari 
perubahan peraturan perpajakan. 

Selanjutnya, manfaat penggunaan teknologi dalam efisiensi perencanaan pajak 
menjadi tema utama dalam penelitian ini. Teknologi tidak hanya meningkatkan akurasi dan 
konsistensi dalam pemotongan pajak, tetapi juga memberikan kemampuan untuk analisis 
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data yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang dapat 
dimanfaatkan secara lebih efektif. 

Implikasi praktis dari penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi pendekatan yang 
terintegrasi dalam perencanaan pajak. Dengan mempertimbangkan variabilitas dalam 
implementasi, mengatasi tantangan regulasi, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak, 
perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengoptimalkan manfaat 
pajak, dan mengurangi risiko kepatuhan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan panduan berharga bagi praktisi 
pajak, manajer keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan 
strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21 mereka. Dengan memperhatikan dinamika yang 
ada dalam lingkungan perpajakan Indonesia, perusahaan dapat mengambil langkah-
langkah strategis untuk mencapai kepatuhan yang lebih baik, memaksimalkan manfaat 
pajak, dan mendukung tujuan bisnis jangka panjang mereka dengan cara yang 
berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan. 
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